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PUTUSAN
Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Pikri Wahyuda Alias Pikri

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Juni 2006

Jenis kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal . Lingkungan 05 Kelurahan Tanah Enam Ratus

Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli
2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan
tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 September 2024
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11
Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua  Pengadilan  Negeri Medan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal
11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. PIKRI WAHYUDA Alias PIKRI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak
menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
senjata tajam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. PIKRI WAHYUDA Alias
PIKRI dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dengan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua
puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya:

« Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya
dan/atau Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. PIKRI WAHYUDA Alias PIKRI pada hari Minggu
tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2024, bertempat di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingkungan I,
Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
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mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:-
- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB,
Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI (para Saksi
merupakan anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan) dan
pihak kelurahan setempat melakukan patroli antisipasi tawuran dan
melintas ke Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingkungan |, Kelurahan
Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan dan kemudian Saksi
SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melihat sekelompok remaja
yang sedang kumpul di depan sebuah kedai dan kemudian Saksi SYADEK
GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI beserta pihak kelurahan setempat
mendatangi tempat tersebut dan kemudian sekelompok remaja yang
mengetahui kedatangan Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO
WAHYUDI dan pihak kelurahan setempat, langsung berlarian dan Saksi
SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melihat Terdakwa dengan
posisi berada di samping kedai sambil memegang senjata tajam berupa 1
(Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh)
cm lalu Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa dengan menyuruhnya untuk meletakkan
senjata tajam tersebut ke lantai lalu setelah itu mengamankan Terdakwa
beserta senjata tajam tersebut serta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-
RINGO yang juga merupakan teman Terdakwa dan membawa Terdakwa
beserta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-RINGO ke Polsek Medan
Labuhan.
- Bahwa setelah sampai di Polsek Medan Labuhan, Saksi SYADEK
GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI dan Saksi MAHRIZAL NASUTION
melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa
Terdakwa beserta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-RINGO berada di
tempat tersebut adalah karena sedang menunggu kawan lainnya untuk
melakukan tawuran, dan 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang
lebih 120 (seratus dua puluh) cm tersebut adalah milik Sdr. RADIT (DPO).
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- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1
(Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh)
cm dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang bertujuan untuk
menjaga diri ketika digunakan dalam melakukan aksi tawuran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam
tanggapannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan
mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi

membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara

Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024

sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. |

Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Saksi

dan rekan Saksi sedang melakukan patroli antisipasi tawuran dan pada

saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Marelan Raya Gang

Persatuan Lingk. | Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan

Marelan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat

sekelompok remaja sedang kumpul di depan sebuah kedai lalu Saksi

dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan saat itu sekelompok
remaja yang mengetahui kedatangan kami langsung berlarian;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa

dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata

tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120

cm lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan

menyuruh Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam ke lantai;
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- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga telah mengamankan teman
Terdakwa yang pada saat itu merokok di depan kedai tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, senjata
tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk
tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan
memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke
Polsek Medan Labuhan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yadek Ginting, Keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai

berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi
membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa,;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari
Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan
Raya Gang Persatuan Lingk. | Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Hendro Wahyudi serta dari pihak
Kelurahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena
membawa senjata tajam tanpa hak dimuka umum;
- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi serta pihak
Kelurahan melakukan patroli antisipasi tawuran lalu kami melintas ke
Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. | Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada
sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan sebuah kedai lalu
kamipun mendatangi tempat tersebut dan saat itu sekelompok remaja
yang mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi langsung
berlarian dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan
posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata tajam
berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa dengan menyuruhnya untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan senjata tajam ke lantai, lalu Saksi dan rekan Saksi
mengamankan Terdakwa serta senjata tajam dibawahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa
saja kawannya dan saat itu Terdakwa menunjuk seorang kawannya
yang sedang merokok di depan kedai lalu Saksi dan rekan Saksi ikut
mengamankan kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghubungi piket
fungsi yang saat itu standby di kantor dan tidak berapa lama datang
IPDA Mahrizal Nasution bersama piket fungsi lainnya dan langsung
membawa Terdakwa dan kawannya beserta senjata tajam ke Polsek
Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawannya diinterogasi yang
mengaku bernama Refan Febrian Siringo-Ringo alias Refan sedang
menunggu kawan lainnya untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan
memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke
Polsek Medan Labuhan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat
dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024
sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. |
Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan sehubungan
dengan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman
Terdakwa bernama Refan dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1
(satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam
adalah untuk digunakan dalam melakukan aksi tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki
senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan

Labuhan;
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua
puluh) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh
Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh
Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal
7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan
Lingk. | Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam dan pada saat
penangkapan tersebut dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu)
buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;

- Bahwa, benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata
tajam adalah untuk digunakan dalam melakukan aksi tawuran;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan
memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek
Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper
timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU
Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata
penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;
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Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata
“barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa.
Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan
kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa
seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-
undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki,
Pengantar Illmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan
mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan
dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok
perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur
ini, hanya perlu dibuktikan apakah M. Pikri Wahyuda Alias Pikri orang yang
dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan
pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,
diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan
Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud
dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa
pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah M. Pikri
Wahyuda Alias Pikri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan
Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu
kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi
subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila
salah satu dari unsur kedua tersebut diatas sudah terbukti maka unsur tersebut

diatas sudah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa
ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum
mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen
recht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga
sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah
tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad
menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang
(met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang
ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene
verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep
tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum
(wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu
bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink,
Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum”
(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht). Untuk
suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan
dengan hukum-in strijd met het recht- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar
Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata
penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang barang
yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk
pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah
pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka
atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendro Wahyudi
dan Saksi Syadek Ginting dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini
yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana
Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00
Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. | Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan pada saat Para Saksi sedang melakukan
patroli antisipasi tawuran dan pada saat melintas di Jalan Marelan Raya Gang
Persatuan Lingk. | Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Para Saksi melihat ada sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan

sebuah kedai lalu kamipun mendatangi tempat tersebut dan Para Saksi melihat
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Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata
tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti
yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dikuasai
dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk tawuran namun Terdakwa
tidak memperoleh izin apapun mempunyai dalam miiliknya barang bukti a quo
dikarenakan tujuan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut adalah
untuk tawuran yang dalam hal ini barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan
dapat berakibat fatal apabila disalah gunakan, sehingga dalam perbuatannya
Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak mempunyai dalam
miliknya senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 2
Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1
(Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm,
oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan suatu tindak
pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta berbahaya, maka barang

bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai
dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk,” sebagaimana dalam
Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada M. Pikri Wahyuda Alias Pikri oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120
(Seratus dua puluh) cm;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami,
Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,
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dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi

Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H.M.H. Joko Widodo, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.
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